
        

  

 

 

 
WALIKOTA BATAM 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
      

PERATURAN WALIKOTA KOTA BATAM 
NOMOR 51 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN ANGGARAN 2019 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BATAM, 

Menimbang  : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan  
Peraturan Walikota Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat     :   1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 
atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota 
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

SALINAN 



        

  

 

 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 



        

  

 

 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 
tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang 

Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka 
Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 



        

  

 

 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4738); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4816); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 



        

  

 

 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

31. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 81); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 



        

  

 

 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima  Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1425); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 547); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 2083); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 450); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 701); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1213); 

41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 
2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Batam Nomor 100); 

 

 



        

  

 

 

42. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam 
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Batam Nomor 108); 

43. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 
4); 

44. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 
6); 

45. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 

2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 
Nomor 6); 

46. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam 

Tahun 2020 Nomor 2); 

47. Peraturan Walikota Batam Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Pola Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan 
Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Milik 
Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam 

Tahun 2017 Nomor 511); 

48. Peraturan Walikota Batam Nomor 69 Tahun 2017 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota 

Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 
Nomor 577) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Batam Nomor 59 Tahun 2019 
tentang Perubahan Peraturan Walikota Batam 
Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah 
Kota Batam Tahun 2019 Nomor 708); 

49. Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2017 
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Batam 
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 

578); 

50. Peraturan Walikota Batam Nomor 59 Tahun 2018 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota 
Batam Tahun 2018 Nomor 647); 

 



        

  

 

 

51. Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 

648) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 
27 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 

(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 
679); 

52. Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam 

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Batam 
Tahun 2019 Nomor 693) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota 
Batam Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 44 

Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Batam Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota 

Batam Tahun 2019 Nomor 707); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM 

TAHUN ANGGARAN 2019. 
 

 

Pasal 1 
 

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2019 terdiri 
atas: 

 

1. Pendapatan  

a. Pendapatan Asli 

Daerah 

Rp 1.147.685.950.193,30  

b. Dana 
Perimbangan 

Rp 1.048.150.166.828,00  

c. Lain-lain 

Pendapatan 

yang Sah 

Rp  327.054.139.844,00  

      Jumlah    Pendapatan                                  Rp.  2.522.890.256.865,30 

 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp 903.495.293.050,00  

2) Belanja Subsidi Rp 0,00  

3) Belanja Hibah Rp 45.096.325.000,00  

4) Belanja Bantuan 

Sosial 

Rp 3.332.450.000,00  



        

  

 

 

5) Belanja Bantuan 

Keuangan 

Rp 1.754.922.078,00  

6) Belanja Tidak 

Terduga 

Rp 2.908.153,00  

   Rp 953.681.898.281,00 

 

b. Belanja Langsung 

 
1) Belanja Pegawai Rp 309.451.608.792,67  

2) Belanja Barang 
dan Jasa 

Rp 613.647.087.579,05  

3) Belanja Modal Rp 655.137.393.960,15  

   Rp  

1.578.236.090.331,87 

Jumlah Belanja  Rp 2.531.917.988.612,87 
Surplus / (Defisit)  Rp         

(9.027.731.747,57) 

    
 

3. Pembiayaan 

 
a. Penerimaan Rp 44.408.264.485,74   

b. Pengeluaran Rp 0,00   
Jumlah Pembiayaan Neto                          Rp 44.408.264.485,74 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 

berkenaan sebelum koreksi 

Rp 35.380.532.738,17 

Koreksi SiLPA Rp 0,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 

berkenaan setelah koreksi 
 

Rp 35.380.532.738,17 

 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan Laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 3 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam 

Penjabaran Laporan realisasi anggaran. 
 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Walikota Batam ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

  

 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.  
 

Ditetapkan di Batam 

pada tanggal  9  September 2020        
 

WALIKOTA BATAM 
 

dto 

 
MUHAMMAD RUDI 

Diundangkan di Batam 
pada tanggal  9 September 2020      

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM 

 
                           dto 
 

                      JEFRIDIN 
 

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 761 
 

  

 

                  Salinan sesuai dengan aslinya 
            An. Sekretaris Daerah Kota Batam 

                   Ub 

             Kepala Bagian Hukum 

 

 
 

 

                 

              SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH 

                                Penata TK I  

                  NIP. 19740723 200212 1 005 

 


